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o BUPATI ACEH SINGKIL,

bah"\ra berdasarkan ketententuan dalam pasal 2gg
Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terlkhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo, 21 Tahun zott
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebu&"r, bahwaKepala Daerah menetapkan peraturari Kepara Daerah
tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan ;

F4*". penerapan stand,ar Armntansi pemerintah (sAp)
berbasis akrual sebagaimana diatur dalam peraturan
Pemerintah Nomor Tr rahun 2o1o tentang standar
Akuntansi Pemerintahan dan pasal 1o ayat (2) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun zbis tentang
Penerapan standar Akuntansi pemerintah Berbasis nkrua'i
Pada. Pemerintah Dae_rah, yang menyebutkan penerapan
standar Akuntansi pemerintah (sAp) berbasis akrual
pada. pemerintah daerah paling lambat dimulai pada
Tahum Anggaran 2015;
bahw4 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentrrk peratrrran
Bupati Aceh Singkil tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun l9g9 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Sing$l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor
48, Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3821;

Menimbang : a.

Mengingat

b.

c.

: L.
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2. undang-u.9*g Nomor 1z rahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia f"hrrtt zdogNomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor a2SOl;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republif
Indontesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Peme.riksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangai
Negara (Lembaran Negara Tahun ZOO+ Nomor -66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a4OOl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perirnrbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor Nomor 126, lambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia aa3gl;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a633);
undang-undang Nomor 12 Tahun 2o1L tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembarai
legara Republik Indonesia Tahun 2or1 Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl;
undang-undang Nomor 2g rahun 2oL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Ngsgra Republik Indonesia Nomor sssz) sebagaimana
telah diubah dengan perahrran pemerintah pengganti
undang-undang Nomor 2 Tahun 2ol4 tentang perubahan
Atas undang-Undang Nomor 2g rahun zot+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indoraesia Tahun 2ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg9);

Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2oos tentang
sistern Informasi Keuangan Daerah sslegaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6s ratrun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
Nomo,r 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keua:rgan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tarnbahan kmbara-n
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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4.

5.

7.

8.

9.

10.
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1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oa6 tentalg
l.aporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6lfl;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2oo7 tentang
Pengelolaal Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Repubtk Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Stanclar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor !23, Tartbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2orr tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OlL Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S2Ig)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ot2 tentang Hibah
Daeratr (Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 2or2
Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesih Nomor
5272",1;

16. Peratura.n Mejnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ort
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310); 

l

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja
Daera.h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2orl ,

Nomclr aso);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan standar Akunntansi Berbasis Akrual
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIg Nomor
1425;l;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Nega:ra Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 32);

2O. Qanum Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga
Tekn:is Daerah dan Kecamatan, sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor
4 Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh
Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Tekrris Daerah
dan Kecamatan (I.embaran Daerah Kabupa.rren Aael:
Singldl Tahun 2OII Nomor O4);
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21. Qanun Aceh singkil Nomor 6 Tahun 2oog tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh singkil (kmbaran Daerah
I(abupaten Aceh Singkil Tatrun 20Og Nomor 163);

22. Peraturan Bupati Aceh singkil Nomor 3 Tahun 2ol2
tentang sistem dan prosedur Akuntansi pemerintah
Kabupaten Aceh singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2An Nomor O3);

23. Peraturan Bupati Aceh singkil Nomor g rahun 2ol2
Tenterng sistem dan prosedur pengelolaan *"r"rg"t
Daeran Kabupaten Aceh singkil (Berita Daerah Kabupa-ten
Aceh Singkil Tahun 2Ot2 Nomor 0g);

a

MEMUTUSI(AN:

MCNCTAPKAN : PERATI'RAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam l?eraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah l(abupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten adalah bagran dari daerah Provinsi sebagaisuatu kesatuan masyarakat hukum yang dib;ri

kewenangan khusus unhrk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentilngan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

-undang-

Undang Dasar Repubtik Indonesia Tahun lg41, yang
dip:impin oleh seorang Bupati.

3. Pernerintah Kabupaten yang selanjutrrya disebut
Pennerintah Kabupaten Aceh singkil adalah unsur
perryelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas
Bupati/wakil Bupati dan satuan Kerja perangkat
Kallupaten Aceh Singkil.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh
Singkil, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih
melalui suahr proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Ralryat
Kabupaten Aceh Singkil.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas rl.ern

disetqjui bersama oleh Pemerintah Daerah rlam DFRIL
dan ditetapkan dengan Qanun.4



7.

8.

9.

10.

11.
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15.
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18.

Keuangan Daerah adatah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
{a9rah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
dis:ingkat SKPD adalah perangkat daerah 

- 
pada

pernerintah daerah selaku pengguna

o

anggaran/ pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat sKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna
anflgar€m/pengguna barang, yang juga melaksanakan
perrgelolaan keuangan daerah.

Pgjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut- dengan.
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

12. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapaJitas
sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuaia
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuli
menampung selumh penerimaan daerah dan digunakan
unluk membayar seluruh pengeluaran daerah.

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
perryimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala
daerrah untuk menampung selumh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan'kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikar
jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Rekening penerimaan adalah rekening ].€rng digurlaka-n
untuk menampung penerimaan daerah setiap h.a.,fii.
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19. Rekening Pengeluaran adalah rekening yang d.iisi dengan
dana yang bersumber dari Rekening xas umum Daerah
untuk membiayai kegiatan pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan datam APBK.

20. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.

21. standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP. adalah prinsip-prinsip akuntansi V*gditerapkan dalam menjrusun dan menyajikan laporan
keurangan pemerintah.

22. Kerangka Konseptual Akuntansi pemerintahan adalah
konsep dasar penjrusunan dan pengembangan standar
Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi
Kornite standar Akuntansi pemerintahan, penyusun
laporan keuangan, pemeriksa, dan perrgguna laporan
ketrangan dalam mencari pemecahan -ata* 

sesuatu
masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar
Alruntansi Pemerintahan.

23. SAI, Berbasis Akrual adalah SAp yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelap-oran
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBK.

24. sAP Berbasis K-a.s Menuju Akrual adalah sAp yang
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaai
berbasis kas, serta mengakui aset, utang, aan ekuitas
dana berbasis akraral.

25. sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatai, dan
elernen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah.

BAB II
KEBIJAI(AN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesilik yang
dipilih oleh Pemerintah dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

-9
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Pasal 3

Kebiiakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntaasi pemerintah Daerah ying
mengacu pada Kerangka Konseptual standar nkuntansi
Pemerirrtahan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuanganuntuk tujuan umum dalam rangka 
- 

meningkatfan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran,
antar periode, maupun 4ntar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi mengatur dasar-dasar penyajian
Laporan Keuangan pemerintah Daerah dajarn ."rr!k"
memenuhi tqjuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan o'ieh
peratur,an perundang-undangan.

. Pasal 6

Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah mengatur dasar
perlakuan atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
komponen laporan keuangan pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kebijakan Rkrntansi pemerintah Daerah yang terdiri dari
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi pemerintah
laerah, sebagaimana diuraikan datam lampiran peraturan
Bupati :ini.

Pasal 8 
',

Kebijakan akuntansi yang mengatur tentang pen)rusutan
Aset tetap diterapkan setelah penataan aset tltap di,
lingkungan Kabupaten Aceh singkil selesai dilaksanakan dan
akan ditetapkan kemudian.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kebijakan akuntansi pemerintahan ini berlalm dalam masa
transisi sebelum kebijakan akuntansi berbasis af<rual
ditetapkan.

f t--.-lgreg'qll.r



Pasal 1O

Dengan berlakunya Peratural ini, maka perahrran Bupati
Kabupaten Aceh singkil Nomor 14 Tahun 20 10 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh singkil Tahun 2o1o
Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB tV
PENUTUP

Pasal 1 1 )

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal aa 5u[ aoH

L="WEHSINGr,/L

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal a3 f,qii n!14

SEKRETARIS D

BERITA

UPATEN

ATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2OT4 NOMOR .i?.9
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I,AMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL

BAB I

KEBI.JAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM.

1. Delinisi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dikenal 2 istilah pendapatan, yakni
Pendapatan-Lo (t,aporan operasional) dan pendapatan-LRA paporan
Realisasi Anggaran). Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaranyang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedaligkan
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas umum
Negara/Daerah y€ulg menambah Saldo Anggaran I€bih-d"l"m periode
tahun anggaran yang bersangkut* y*g menjadi hak peme.irrt h,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaihr:
a. Pendapatan Asli Daerah (pAD);
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Dalam Bagan Akun standar (BAS) Kabupaten Aceh i singkil,
Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Pqiak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan'..Daerah yang
Dipisahkan
T,akatlInfaq/Sadaqah
Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Dana Perimbangan/
Pendapatan Transfer

BaSr Hasil / DAU / DAK /Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnva
Banttran Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah

Dana Darurat
Pendapatan l,ainnl'a

-/ ra-e-.!.rEAtntdd.,.



B. PENGAKUAN.

Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat:
L. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan

eanted; atau
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realiz.edl.

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas
sehingga pendapatan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat:
1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD; atau
3. diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasilkasikan ke
dalam beberapa alternatif:
1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya

penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut
terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah
daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan Laporan Operasional
ketika dokumen penetapan tersebut tetah disahkan. Sedangkan
untuk pendapatan Laporan Realisasi Anggaran diakui ketika
pembayaran telah dilakukan. i

2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib p4iak (self crcsessment) dgfrr
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pqiak berdasarkan
perhihrngan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap
nilai p4iak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih
bayar unhrk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakqi
pada pendapatan Laporan Operasional dan Pendapatan Laporan
Realisasi Anggaran ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka
akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan
dasar pengalman pendapatan I"aporan Operasional. Sedangkan
apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pqiak maka akan
diterbitkan sura.t ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan
pengurang pendapatan Laporan Operasional. I

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya
dilalmkan di mrrka oleh wajib pajak untr.rk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke dep'an. Pendapatan Laporan Operasional
diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan
pendapatan l,aporan Realisasi Anggaran dialmi pada saat uang telah
diterima.

4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pqjak yang didahului
dengan penglritungan sendiri oleh wajib p4iak fse{f assessm.ent) dart
pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewqjiban selama
beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan
terhadap nilai paiak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau
lebih bayar, unttrk selarrjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan
L,aporan Realisasi Anggaran diakui ketika diterima pemeriatah dacrah-
Sedangkan pendapatan laporan Operasional diakui setel^ah eerffikan
penetapan benrpa Surat Ketetapan {SK} atas pendaptan mlcair

-6.hhtbtttsi-.ru



5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada
penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan
pendapatan Laporan Operasional dan pengakuan pendapatan
Laporan Realisasi Anggaran pada saat pembayaran telah diterima oleh
pemerintah daerah.

PENGUKURAN.

1. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran diukur dan dicatat
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan peraerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran); 

l

2. Dalam hal besaran pengur€rng terhadap pendapatan-Laporan Realisasi
Anggaran bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan ticlak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka a*.s bruto dapat dikecualikan;

3. Pendapatan-Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan a?as
bruto, yaitu dengan membulmkan pendapatan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran);

4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-Laporan
Operasional brutto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan
proses belum selesai, maka a?as bruto dapat dikecuatikan; dan

5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada
tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PEI{YAJIAN.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi
dalam BAS.
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Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran disajikan pada Laporan
Realisasi Anggaran sesuai klasilikasi dalam BAS.
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E. PENGUNGKAPAN.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas la.poran Keuangan
terkait dengan pendapatan adalah:
1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan

pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.
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BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BEI,ANJA

UMUM.

1. Definisi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OIO Standar
Akuntansi Peme:rintahan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
menyebutnya den.gan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO)
menyebut dengan. beban. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan
disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan
Laporan Operasional disajikan dengan prinsip akmal yang disusun
untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual
(full accntal accourtting qcle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporarr yang menumnkan ekuita.s, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Sedangkan beban adalah kewqjiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Irbih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yrang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah.
Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No Beban Belanja

- Diukur dan diakui dengan basis Diukur dan diakui dengan basisa. akuntansi akrual akuntansi kas

h Merupakan unsure pembentuk Merupakan unsure pembentuk
Iaporan Operasional {LO} Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

c. Menggunakan KodeAkun 9 Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:
a. Klasilikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban

pegawai, beban. barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetaplamortisasi,
beban transfer, dan beban tak terduga;

b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang
didasarkaq pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja
lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daeratr meliputi
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, srrbsidi,
hibah, banhran sosial dan belanja tak terduga; dan

c. Klasilikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah
klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna angganan. Untuk
Pemerintah Daerah, Belanja Sekretariat DPRK, Belanja Sekretariat
Daerah l(abupaten, Belanja Dinas Pemerintah l(abupaten r{qm

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.
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sedangkan, berdasarkan Pernyataan standsr Aktrntansi
Pemerintahan Nomor 12 tentang Laporan operasional (I,o), bebarl
hanya diklasifikasikan menunrt klasifikasi ekonomi, yeng peda
prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah
klasifikasi beban dalam la.poran operasional menurut pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor t2 Peratrrran Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN KEWENANGAN

Beban Operasi - Iarroran Operasional
Beban Pegawai SKPD
Beban Barang dan Jasa SKPD
Beban Bunga PPKD
Beban Subsidi PPKD
Beban Hibah PPKD & SKPD
Beban Bantuan Sosial PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD
Beban Penvisihan Piutans SKPD
Beban Lain-Lain SKPD

Beban Transfer
Beban Transfer Baei Hasil Paiak Daerah PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan lainnya PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah
Daerah I"ainnva PPKD

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD

Defisit Non Operasional PPKD
Beban Luar Biasa PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam
dan Belanja menurut Permendagri Nomor

format Anggran Pendapatan
13 Tahun 2O06:

Belania Kewenangan
Belanja Tidak langsung
Belanja Pegawai SKPD
Belanja Bunga PPKD

Belanja Subsidi PPKD

Belanja Hibah PPKD

Belanja Bantuan Sosial PPKD

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan
Pemerintahan Desa PPKD

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota
Dan PemerintahanDesa

PPKD

Belanja Tidak Terduga PPKD

Belanja Langsung

Belanja Pegawai SKPD

Belanja Barang dan Jasa SKPD

Belanja Modal SKPD



Berikut adalah klasifikasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran
menumt Pernyataan standar Akuntansi pemerintahan Nomor 02
Peraturan Pemerintah Nomor 7l rahun 2o1o dan kewenangan atas
belanja tersebut:

Bela4ia Kewenangan
Bela4ia Operasi
Belanja Pegawai SKPD
Belanja Barang SKPD
Bunga PPKD
Subsidi PPKD
Hibah tuan& barang dan jasa)*) PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*) PPKD/SKPD
Belanja Modal
Pg!e4j" Tanah SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD
Belanja Aset Tetap l"ainnya SKPD
Belanja Aset l,ainnya SKPD
BelanjaTak Terduga
Eelanja Tak Terduga PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan
PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial
berupa barang merupakan kewenangan SKpD.

B. PENGAKUAN.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 tentang
akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol;,
beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;
Saat timbulnya kew4jiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum
daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening tistrik
seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset;
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak
lain yang tidak didahului timbulnya kewqiiban dan/atau konJumsi
aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa tedadi pada
saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/benlalunya waktu. Contohnya adalah pen5rusutan atau
amortisasi.

Menumt Pernyataan Standar Almntansi Pemerintahan Nomor O2 tentang
akuntansi belanja dalam Peratrrran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O,
belanja diakui pada saat:
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L. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daeratr unnrk
seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelatr dilakukan pengesatran
definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi i"ttg brjadi
di SKPD dan PPKD;

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

3. Dalam hal badanr layanan urnum, belanja diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan
dua pendekatan yaitu:
1. Metode pendekatan Beban;

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat
sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk
digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset;
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat
sebagai persediazm jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud
untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya
berjaga-jaga.

PENGUKURAN.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode
pelaporan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas
Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan
azas bruto.

PENILAIAN.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode
pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan
klasifikasi ekonomi (line iteml.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi
anggaran berdasarkrrn belanja langsung dan tidak langsung.

C.

D.
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E. PEI{YAJIAN.
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Peny4jian belanja di Laporan Realisasi anggaran:
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F. PENGUNGKAPAN.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan
terkait dengan beban adalah:
1. Rincian beban per SKPD;

atas Laporan Keuangan

2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan
keuangan lembar muka; dan

3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal'hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara
lain:
1. Rincian belanja per SKPD;
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan

keuangan lembar muka;
3. Penjelasan sebabr-sebab tidak terserapnya

daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

target realisasi belanja

4



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

UMUM.

1. Definisi.
a. Transfer adalaih penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan
lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah
pusat dan daner bagr hasil dari pemerintah provinsi.

c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke
entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta,
Bantuan Keuangan.

2. Klasifikasi.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan,
diklasifikasikan antara lain:
a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan;
b. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya;
c. Transfer Pemerintah Provinsi;
d. TransferlBag1 Hasil ke Desa; dan
e. Transferl Bantuan Keuangan.
Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Laporan Realisasi
Anggaran( LRA)

Laporan
Operasional (l,O)

Pendaoatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan IOO( too(

Dana Bagi Hasil Pajak too( tqo(

Dana Baei Hasil Sumber Dava Alam tm( ,oo(

Dana Alokasi Umum )oo( rqx
Dana Alokasi Khusus toot t(E(
Transfer Pemerintah :Pusat Lainnva )pa( )oo<

Dana Otonomi Khustts )oo< )ofr
Dana Penvesuaian :oo( xD(
Transfer Pemerintah Provinsi ,oo< m(
Pendaoatan Basi Hasil Paiak )oo( ,oo(

Pendaptan Baei Hasil Lainnya ,oo( roo(

Beban Transfer :ao(

Beban Transfer Bagi hasil Pajak )ffi

Beban Transfer Baei Hasil Pendapatan Iainnya FO(

Beban iransfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah
I.ainnva

)oo<

Beban Transfer Bantnan Keuanga.n Ke Desa ,op(

Beban Transfer Keuangan LainnYa ]o(x

Transfer/Bapn Hasil ke lkb/Kota atau Ke Desa :orx

Basi Hasil Paiak lffi

Baci Hasil Retribusi TIT

Baei Hasil PendaPatan LainnYa t:d

Transfer Bantuan Keuangan TEI

Bantuan Keuangan 1L pgmerintah llinrrya IEI

Ba[tuan (egangsn I +innjra rI

A.
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B. PENGAKUAN.
1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri

Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah
terhadap transfer masuk.

2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya Peraturan Bupati/
Keputusan Bupati maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah
kepada pihak lain.

C. PENGUKURAN.

1. Transfer masuk cliukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang
diterima di Reken:ing Kas Umum Daerah.

2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang
keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENILAIAN.

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
1. Transfer masuk dinilai berdasarkan a?.as bruto, yaitu dengan

-membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettorty a (setelah rlikompensasikan dengan pengeluaran) ;

2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur
dan dicatat pada. tanegal transaksi menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia; dan

3. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang tedadi
selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional
sesuai dengan klasifikasi ekonomi (Iine iteml.

E. PE}IYAJIAN.

PEtERnrTl}l PRO\fi{il
LAPOMI{ OPERTSON L
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F. PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang hanrs diunglapkan dala:n Catatan atas Laporart
Keuangan terkait dengan transfer masuk adalatr:

a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal
berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan
yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. penjelasan sebab-sebab tidak tereapainya target penerimaan
transfer masuk daerah; dan

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
a. transfer keluar harls dirinci;
b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam

laporan keuangan lembar muka; ,

c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer- 
keluar; dan

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

€
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3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara
lain:
a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer rnasrnk

dan transfer keluar; dan

c. informasi lainnya yang diangggap perlu'
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A.

BAB W

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

UMUM.

1. Definisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 7l Tahun 2010
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Paragraf 5O
mendefinisikan pembiayaan ffinancing) adalah seluruh transaksi
keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang
perlu dibayar atam akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup de{isit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan
hasil divestasi. lSementara, pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian
pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan
menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akmal Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman,
penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga,
penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana
cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan;
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
Umum Daeratr antara lain pemberian pinjaman kepada pihak
ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok
pinjaman dalam periode tahun anggaran tertenhr, dan
pembentukan clana cadangan.

PENGAKUAN.
1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Daerah.
2. Pengeluaran pem.biayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening

Kas Umum Daeru*r. i

C. PENGUKURAN.
pengukuran pembiayaan menggunakan mata uaxg rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai
sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke rneta
uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank lndonesia| pada
tanggal transaksi pembiayaan.

B.
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D. PEI{YAJIAN DI I,APORAN KEUANGAN.
Penerimaan .pembiayaan dan pengeluaran pembiayaas pemerintatrdaeraf disajikan d"l1* laporan rJafisasi €rnggaran. Berikqt adalahcontoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2oxr dan 2oX0

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/

pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan,
penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pgmgrinrah
Daerah; dan

3. informasi lainnya yang diangggap perlu.

Uraian Angaran
20tl

Reslisasi
20xl

o/o Realisasi
20x0

PEMBTAYAAN

PENERIMAAN PEMBTAYAAN

Penggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah pusat
Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah lainnya
Pinjnman Dalatn Negeri - L€mboge Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - kmbaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalnm Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalom Negeri - L,ainnya
Penerimaan Kembali pinjaman kepada perueahaatr Negara
Penerimaan Kembali pinja-an kepada perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali pinjaman kepada pemerintah Daerah Lainnva
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BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM.

1. Definisi.

Mengacu pada paragraf g pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor L 

. 
tentang pinyajian Laporan Keuangan

mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo 
"i*p"rran di b;kyang setiap- saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkanldi;;k;
menjadi kas serta bebas dari risiko perublhan niiai yang signifikan.
Kas juga meliputi seluruh uang yang Harus Dipertanggulgjawabkan
(UYHD) yTg wajib dipertanggungiJwabkan d; dilalorkan dalam
neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat d.ap.t aitrrit atau
digunakan untuk melakukan pemb"y"rurr. - I 

)

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang penyajian Laporan-Keuangan 

paragraf 8, mendefinisikan setara kai 
".U"g"i investasijangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan Lenjadi kasserta bebas. dari risiko perubahan nilai yang 

"igtinUtr. Setara kaspada pemerintah daerah'ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kasjangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhipersyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapatdiubah menjadi kas dalam jumlah v*g dapat diketahui tanpa adarisiko perubahan nilai yang signintai. oter, karena itu, suatuinvestasi disebut setara kas-kalau investasi dimaksud mempunyaimasa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) b'lan dari tr.g!"rperolehannya.
I2. Klasifikasi.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yangdikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab bendafrara umumdaerah (BUD) dan kas yang diku;sai, dikelola dan di bawah
tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara
pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah
tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk m.n".nprngl.tr.rimaan
dan pengeluaran; dan

b. setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (suN)/obligasi
dan deposito kurang dari 3 bulan, yang diketota oleh bendaliara
umum daerah.

-.o
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Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah
Potongan Pajak dan t^ainnva
Kas Transitoris
Kas Lainnya

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Yang Belum Disetor
Uang Titipan

Kas di Bendahara Pengeluaran Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
Pajak di SKPD yang Belum Disetor
Uang Titipan

Kas diBLUD Kas Tunai BLUD

Kas di Bank BLUD
Pajak yang Belum Disetor BLUD
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
UangTitipan BLUD

Setara Kas Deposito (kurang dari 3 bulan) Deposito (kurang dari 3 bulan)
Surat Utang Negara /Obligasi
(kurang dari 3 bulan)

Surat Utang Negara /Obligasi (kurang
dari 3 bulan)

B. PENGUKURAN.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar
nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk n"lut" asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pad;
tanggal neraca.

C. PEI{YAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan
Arus Kas.
Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam
laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivital operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO

Uraian 20xL 2Oxo
ASET
ASET LANCAR

' Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di BLUD
Infestasi Jangka Pendek
Piutang Pajak

Jumlah Aset l,ancar
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D. PENGUNGKAPAN.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan
Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan
berikut:
1. rincian kas dan setara kas;
2. kebijakan manajemen setara kas; dan
3. informasi lainnya yang dia:rggap penting.

trrb.Ebtd.h gatbH rd tfa4.

Atas l,aporan
hal-hal sebagai
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BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM.

1. Defrnisi.

Piutang 
"d4 satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah,baik dari sudut glld*s potensi ke-manfaatannya maupun dari sudutpandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkanpiutang sebagai 

-aset yang penting dan memiliki karakteristiktersendiri baik datam pengakuan, pengukuran -"rrprr., peng_ungkapannya.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tahun2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerimapembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar ataskegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintan. Har ini"senada denganberbagai teori yanq mengungkapkan bahwa piutang aaJarr manfaat
_masa depan yang diakui padi 

""Lt 
i.ri.

Penyisihan piutang tak tertagih adarah taksiran nilai piutang yangkemungkinan tidak dapat diterima p.-b"y"r.rr"y" ii-"". akandatang dari seseorang dan/atau korporasi d,an/atau entitas lain. Nilaipenyisihan piutang tak' tertagih iia"t bersifat atu*ut"tir tetapiditerapkan setiap akhir periJae anggaran sesuai perkembangankualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang 
-.untuk penyisihan piutang tak tertagihdihitung berdasarkan tcuatitas r*,r." pi..t"rrg, jenis/karakteristikpiutang, dan diterapkan dengan metaicutan modifikasi tertentutergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan danpenvisihan saldo piutang .y"l-g mungkin tidali 

-J"o;, 
ditagih,merupakan upaya untuk menilai t o"fit"""piutang.

2. Klasifikasi;

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnyapiutang dibagi atas:

a. Pungutan;
Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas;
1. piutang pajak daerah pemerintah provinsi;
2. piutang pajak daerah pemerintah kabupaten/kota;
3. piutang retribusi; dan
4. piutang pendapatan asli daerah lainnya. t

b. Perikatan;
Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas;
1. pemberian pinjaman;
2. penjualan;
3. kemitraan; dan
4. pemberian fasilitas.

t tlh.kba.h.atrs.de.ffr,.



c. Transfer antar pemerintahan;
Piu!31g yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan,
terdiri atas;
1. piutang dana bagi hasil;
2. piutang dana alokasi umum;
3. piutang dana alokasi khusus;
4. piutang dana otonomi khusus;
5. piutang transfer lainnya;
6, piutang bagr hasil dari provinsi;
7. piutang transfer antar daerah; dan
8. piutang kelebihan transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian
Piutang yang timbul dari
terdiri atas:

Daerah;
peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah,

1. piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah
terhadap pegawai negeri bukan bendahar"; a"r,

2. piutang yang timbul akibat hrntutan ganti kerugian daerah
terhadap bendahara.

B.

Piutang Pendapatan Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah y"-; D6i*hL""
Piutang l"ain-lain PAD yang Sah

-

Piutang Transfer Pemerintah pusat

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

rytalrg Transfer Pemerintah Daerah Lainnva
Piqtang Pendapatan La.innya

Piutang Lainnya Bagian Lalcar Tagihan Jangka panjang

Bagian _Lancar Tagihan pinjaman Jangka p""j""S k"p"d,
Entitas l,ainnya
Uang Muka

PENGAKUAN.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat
ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:
1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yarrg menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa ]'ang
timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberiar-r
fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
apabila memenuhi kriteria:
1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menvarakan biak iE:

kewajiban secara jelas;
2. jumlah piutang dapat diukur; dan

-p
h



3- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
dan

4- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
Piutang Dana Bagr Hasil (DBH) pajak dan sumber Daya Alam dihitung
berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber
daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif
jumlah yang menjadi hak daerah pada Lrmumnya ditetapkan menjelang
berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi ainnitif menurut
Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih adahak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun
anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh
pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran
masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbJdaaan
antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi
pembayarannya dalam satu tahun a.nggar€rn. Perbedaan teisebut dapat
dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang
bersangkutan, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta
menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah
telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah
Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah Rrsatbelum melakukan pembayaran. Jumlah plutang yang diakui oleh
Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer
oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui
pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayarin kepada,
Pemerintah Rrsat yang belum melakukan pembayaran.
Piutang transfer lainnya diakui apabila:
1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai

dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan selurirh,
pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih
atau piutang bagi daerah penerima; dan

2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat
penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat
persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayaran-
nya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagr Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi
pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagran daerah yang
belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagran
kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya
tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak
bagr hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak
daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka
jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak unhrk memagih
(piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

--.D- 
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Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar d.aerah
ltau peraturan/ketentu^an yang mengalcibattcan- 

"a"tri" transfer antardacrah. Piutanrg transfcr anter Oae-ratr dlhttgng -tiiaacarken 
rraslrealisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi haki b;gi;

daerah penerima yang belum dibayar. epaUita jumtafrTnitai definitif
menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah
penerima bel_um dibayar sampal dengan aprir periodl laporqn, makajumlah yang belum dibayar tersebut dipat diakuisebagai trat< tagih Uagi
pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran
ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan
transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan tltebitran transfer
yang telah diterimanya.

sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai
kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika
tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan
kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya^.
Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tp/TGR, harus
didukung dengan bukti Keputusan pembeban an I Srezr' 7 SKTJM /Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian,
atas TP/TGR dilakukan {engan cara damai (di luar ^pengadilan).
Keputusan Pembebanan/SKp2K/sKTJM/Dokumen yang dipersamakan
merupakan surat keterangan tentang pengakuan b"h; kerugian
tersebut menjadi tanggungiawab seseo.a',g dan bersedia mengganti
kerugian tersebut. Apabila penyelesaian fe/TGR tersebut dilaksanakan
melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah adasurat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. PENGUKURAN.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan 
-berdasarkan 

sriat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2. disajikan se,besar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang JGh
Pengadilan Pajak untuk wajib pajak (wp) yang rnengajukan uaiaing;
atau

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses uanaing 

"G"keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti ttgi.
Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat
sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara r-lmum
unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah
potensi pendapatan. Artinya piutang ini tedadi karena pendapatan yang
belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap taShan
oleh pemerintah wajib ada Keputusan, maka jumlah piutang ynrrg
menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum rlalarn
Keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
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Pengukuran atas peristiwa-perigtiwa yang menimbulkan piutang yang
berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
1. Pemberian pinjaman;

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/j"". f,"r,rs dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman aiitur mengenai
kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atam biaya-6iaya
pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui
adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada,
periode berjalan ytrLg terutang (belum dibayar) pada akhir periode
pelaporan.

2. Penjualan;
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (berum dibayar) pada akhf periode
pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat ""b..", nitai

_ bersihnya.
3. Kemitraan;

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perj anj ian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa;
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pehpJran,"dikirraagi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah ait"ti*".

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
1. Dana Bagr Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai

dengan tanggal pelaporan dari setiap t g*tan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan transfer yaxg berlaku;

2. Dana Alokasi umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalamhal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah pusat ke
Kabupaten; dan

3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi
dan disetqiui oleh Pemerintah pusat.

fgngukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang
dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
1. Disqjikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam

tahun berjalan dan yang akan ditagih datam 12 (dua belas) bulan ke
depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah
ditetapkan; dan

2. Disqiikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di
atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*tb seEtent Measurement) Terhadap Pengakuan
Awal, piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum
dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak terra,gih.
Apabila te{adi kondisi yang memungkinkan penghapusan pir-ata-nq nnnirp
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi pr'utar:e i'a::g
dihapuskan.

Y, ih.br- rb Xtlt hH f.* 
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Pemberhentian pengakuan 
:

Pemberhentian pengalruan piutang selain pelunasan juga dikenaldengan dua cara yaitu: peirghapust+ih; - -lurht6-o61 a;;penghapusbukuan (utrite down). Hapus tagih y"rs berkaitarr- d.rrg".,perdata dan hapus buku yang berkaitatt aingatr akuntansi untuk
piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen,
merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan
pencatatan dari. intrakomptabel menjadi elcstrakomptabel 

"g"-r nilaipiutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable ualue-nya.
Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis danekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan- piitang tidak secara
otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
Penerimaan T\rnai atas piutang yang Telah Dihapusbukukan:
suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan
diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa
tanggungiawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yangtelah dihapusbukukan, ternyata - 

dikemudian hari diterimapembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat
sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan denganlawan perkiraan penerimaan -pendapatan atau melalui akun
Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. PENILAIAN.

Piulan8 disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable ualue\. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih
antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk
menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang
dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piudng daiperkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh peperintah
daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang p"a" tanggal
pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah
kualitas piut3ng.. Krlalitas pilt"ttg dikelompott"tr *"r,i"ai d t"*p"ltdengan klasifikasi sebagai berikut:
1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara
pemungut pqjak yang terdiri dari:
1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

F 
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Fengolongan Kualitas piutang pajak yang pemungutannya Dibayarsendiri oleh wajib pajak (sef assersmet 4 dilak;kan d;g; [.t nruan:l. Kualitas lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang kurang dari 12 Bulan; dan/atau
b- wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan /atao
c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
e. Wajib Pajak tidak mengqiukan keberatan/banding.

2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. umur piutang 13 Bulan sampai dengan 36 Bulan; dan/atau
b. wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan I atau
c. wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan /atau
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. umur piutang 37 Bulan sampai dengan 70 Bulan; dan/atau

_b. W4iib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan /atau
d. Wajib Pqiak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas Z0 Bulan; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wqiib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (f,orce majeure).

Pglesolongan ku{itas-_pilt"ttg pqiak yang pemungutannya ditetapkan
oleh Kepala Daerah (official assecsmen4 aiur,rkan dEngan i<etentuan:
1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

a. Umur piutang kurang dari 12 Bulan; dan/atau
b. Wajib Pqiak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pqjak likuid; dan/atau
d. Wajib Pajak tidak meng4jukan keberatan/banding.
Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 13 Bulan sampai dengan 36 Bulan; dan/atau
b. Wajib Pajak Lmrang kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pqjak mengajukan keberatan/banding.
Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piuta.ng 37 Bulan sampai dengan ZO Bulan; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 7O Bulan; dan/atau
b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
c. Wajib Pajak bangkmt/meninggal dunia; danlatau
d. Wajib Pajak mengalami musibah (fore mejewQ.

2.

3.

4.
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Penggolongan Kualitas piutans- Bukan pajak Khusus untuk objek
Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berilmtr
1. Kualitas Lancar, jika umur piutang o (nol) sampai dengan I (satu)

bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3

(tiga) bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua

belas) bulan; dan
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang diiebutkan
Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila daram jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagrhan Pertama tidak dilakukan
pelunasan;

3.- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan; dan

4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihhn Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun
ditentukan sebagai berikut: ---r

No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
1. Lancar o,5 %
2. Kurang Lancar lO o/o

3. Diragukan 50%
4. Macet 100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:
1. Kualitas la.ncar sebesar O,So/o;

2. Kualitas Kurang Lancar sebesar Lovo (sepuluh perseratus) dari
piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan
atau nilai barang sitaan fika ada);

3. Kualitas Diragukan sebesar 5O7o (lima puluh perseratus) dari piutang
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
atau nilai barang sitaan fiika ada); dan

4. Kualitas Macet Looo/o (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nltai
barang sitaan fiika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan
sebesar:
1. Kualitas Lancar sebesar O,5o/o (nol koma lima perseratus);
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 1Oo/o (sepuluh perseratus) Ca-n

piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai aguna::
atau nilai barang sitaan ffika ada);

3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (iima puluh perserafusl CE: p:u-€:{
dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan niiar e€:j:;-
atau nilai barang sitaan fiika ada); dan

--4 
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4. Kualitas Macet IOOVI (seratus perseratus) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan $ika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain
Retribusi, ditetapkan sebesar:
t. O,5o/o (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (fika
ada);

3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan fiika
ada); dan

4. TOOo/o (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan fiika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru
dibebankan. Pencatatan transaksi penyisiir"" Piutang dilakukan pada
akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka
dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan t tr"titas
piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan
evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya.
Apabila kualitas piutang masih sarna, maka tidak perlu dilakukan jurnal
penyesuaian cukup diungkapkan di dalam catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK). Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan
penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar
selisih antara angka yang sehqusnya disajikan dalam ,.".i." dengan
saldo awal- Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misaliya
akibat restnrkturisasi, maka dilakukan pengurangan ierhadap niiai
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar seiisih 

"ntata angka yang
seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PEI{YAJIAN.

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh
penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

f +ru-r.rsa'qe-
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F. PENGUNGKAPAN.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasimengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan
atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan

dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menumt umur untuk mengetahui tingkat

kolektibilitasnya;
3. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti

rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang l*gmasih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai -Iupnipengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam
Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Inforrnasi yangperlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, 

"il"Ipi-utang, nomor dan tanggal keputusan p.ttgh"pusan piutang, dasarpertimbangan penghapusbukuan dan pJnjeiasan lainnya yang
dianggap perlu.



BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM.

1. Definisi.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan- dalam- rangka
pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi.

Persediaan merupakan aset yang berupa: I

a. Barang atau perlengkapan lsttpplies) yang digunakan dalam rangka
kegiatan operasional pemerintah daerah, -i""l.rya barang p"t"i
habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai-seperti
komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas 

^p"t"i 
seperti- komponen bekas;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan datamproses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat
pertanian, bahan baku.pembuatan benih;

c. Barangdalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau.
diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian
setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya
hewan dan bibit tanaman, untuk ai3uat atau diserahkan
masyarakat.
Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN.
1. Pengakuan Persediaan;

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah _dan mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diulinrr dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan / atau kepenguasa€rnnya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan;
Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu
pendekatan asset dan pendekatan beban.
Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika
persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan asset
digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud
penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk
maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan ob.at
di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

kepada
adalah
kepada

-F t*r- 
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Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung
dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan
untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk
waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk iepaniang satu periode.
Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan;
Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan
menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan
persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname.
Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang,
kadaluarsa, atau rusak.
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang
abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian
daerah.

C. PENGUKURAN.

Persediaan disajikan sebesar:
1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penarlganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat
dibebankaa pada perolehan persediaan. potongan hargi, rabat, dan
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

2- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meriputi biaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak tangsung
yang dialokasikan secara sistematis; dan

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transactionl.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metode rata-rata tertimbang (Auerage Cosf
Metlwd) dan atauMetode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit
persediaan nilainya tidak material dan bermacarn-macam jenis. Metode
rata-rata tertimbang (Auerage Cost Metlrcd) adalah metode perhitungan
harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata
barang yang sama yang tersedia selama suatu periode.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN.

Persediaan dicatat dengan metode periodik.

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkirrikan
nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opna,nel pada
akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnai pery*esuailan runruk
mengkinikan nilai persediaan.

+ lidelr-,8lrE/dqgi



Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagaipendukung kegiatan sKpD, contohnya adarah pJrseaiaan ATK d.isekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan
dihitung berdasarkan inventarisasi fiiit<,-yaitu dengan ;; i*ao awal
persediaan ditambah pembelian atau peiolehan persediaan dikurangi
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai pei unit sesgai denga!
metode penilaian yang digunakan.

PEI\TYAJIAN.

Persediaan disajikan sebagai bagran dari aset lancar. Berikut ini adalah
contoh penyajian persediaan dalam Neraca pemerintah Daerah.

PEUERIITTAff PROVI|SI/KABI'PATEI| /KOTA
ITTRACA

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO
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F. PENGUNGKAPAN.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penguklran persediaan;
2. penjelas€ul lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapanyang digunakan dalam pelayanan masyarakat, bar"rrg atau

perlengkapan yang digunakan d"l"T proses produksi, barang yang
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarak"f, 

- a^i
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

E.
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BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI IM/ESTASI

A. UMUM.

1. Definisi.

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalty, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuao pe*.rintah daerah
dalam rangka pelayanan .kepada masyarakat. Investasi merupakan
instnrmen yang dapat digunakan otetr pemerintah daerah untuk
memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan
dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum
digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen
kas.

2. Klasifikasi.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi
;iangka pendek dan investasi jangka panjang. 

-por-pos 
investasi

menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Nomor O6 tentang Investasi antara lain:
a. Investasi Jangka pendek;

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki
karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ailam waktu
3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belasj buhn. Investasi jangka
pendek digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana
pemerintah daerah dapat menjual investasi lersebut jika muncul
kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasairya berisiko
rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas 6an Setara
Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika
investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang i"ri
3 (tiga)bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang;
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya
memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) Uuian. Investasijangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
1. Investasi Jangka Panjang Non permanen;

Investasi jangka panjang non pennanen merupakan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik
kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen;
Investasi jangka panjang pennanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kernbali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifrkasikan sebagai
berikut:

--O b 
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lnvestasi Jangka Pendek Investasi dalam Sahem
Investasi dalam Deposito
Investasi dalam SUN
Investasi dalam SBI
Investasi dalam SPN
Investasi Jangka Pendek BLUD
Investasi Jangka Pendek l^ainnya

Investasi Jangka Panjang
Non Permanen

Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen l-ainnya

Investasi Jangka Panj ang
Permanen

Penyertaan Modal Kepada BUMN
Penyertaan Modal Kepada BUMD
Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
Investasi Permanen Lainnya

B. PENGAKUAN.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang
dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik

dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai w4ar investasi dapat diukur secara

memadai I andal (reliablel.

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi ppKD
membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk p.ng"liratt investasi jangka,
pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debet J.r,
kas di kas daerah di kredit fiika tunai) beidaJarkin dokumen sumber
yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang,jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di d;bJ dan kas dikas daerah di kredit fiika tunai). Selain 1tu, urrtuk investasi jangka
panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya p..rg.lrrJ"r,
pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan'-penyertaan
modal/investasi pemerintah daerah di debet dan perubahan Sisa
Anggaran Lebih (SAL) di kredit.

C. PENGUKURAN.

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.
Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing
jenis, yaitu:
1. Pengukuran investasi jangka pendek;

a. Investasi dalam bentuk surat berharga;
1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar

biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi"
komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan

2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, rnakn dica.tal sebesa:
nilai wajar atau harga pasarnya.
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b' Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilainominalnya, misalnya deposito berjangka waktu o (enamy bulan.
2. Pengulruran investasi jangka panjang;

a' Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya 'meliputi
harga transaksi investasi berkenaan aitamuatr Ui"y" r"i" yang
timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. "

b. Investasi non perrnanen;
1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,

dinilai sebesar nilai perolehannya;
2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan

perb.ankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan; dan

3) penanannan modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah
daerah (seperti proyek PIR) dinilai s.b""at biiya pembangunan
termasuk !1"V" yang dikeluarkan untuk p.r"n"*aan Oan-Uiaya
lain yang dikeluarka" 

-d_"1* rangka penyelesaian proyet sampai
proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3.-Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan
sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar Ui"* perolehan,
atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehan.ty" tia"t 

"a".4' Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asingharus dinyatakan dalam rupiah dlngan menggunakan nilai tukar(kurs tengah bank sentral) yang berlaki pada taiggar transatsi.
D. METODE PENILAIAN IM/ESTASI.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metodeyaitu:
1. Metode Biaya;

Investasi pemerinta.h daerah yang dinilai menggunakan metode biayaakan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil -J"ri investasi tersebutdiakui sebesar bagian hasil i"ttg diterima dan tidak mempengaruhi
besarnya investasi pada badan uJaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode Ekuitas;
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggu.nakan metodeekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan irilestasi awal dan
ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi
kepemilikan pemerintah daerah setelah t ngg"l perolehan. Bagian
laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden i*gditerima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai inveltas-i
pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya
adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serra
revaluasi aset tetap.

-P 
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3. Metode nilai bersih ]-arlg dapat direalisasikan;
Invest^ si pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan
metode nilei bergih yang dapat direalisasikan akan dicatat-eebesar
nilai rea-lisasi l'€rng akan diperoleh diakhir masa investasi. Metode nilai
bersih ]-ang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemiliken ]"ang akan dilepas/dijuaf dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria
sebagai berikr-at:

1. Kepernilikan kurang dari 2Oo/o menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 2oolo sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 2Oo/o

lgtapi memililri pengaruh yang signilikan menggunakan metode
ekuitas;

3. Kepernilikan lebih dari 5Ao/o menggunakan metode ekuitas; dan
4. Kepernilikan bersifat non pennanen menggunakan metode nilai bersih

yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham
buka:r merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode
penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat
pengaruh (tle degree of influence) atau pengendalian terhadap
perusahaan inuestee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada
perusahaan inuestee, antara. lain:
1. Kemarnpuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

pemsahaan investee; dan
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas

rapat/ pertemuan dewan direksi.

E. PEI{YAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,
sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagran dari
Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke datam Investasi Non
Permanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca
Pemerintah Daerah.

suara dalam
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F. PENGUNGKAPAN.

a

Pengungkapan investasi daram catatan atas sRoran Keuangansekurang- kurangnya mengungkapkan rr"r-rra seb" gai berikut:1' Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;2. Jenis-jenis investasi, investasi perrn'men dan non perrnanen;3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupuninvestasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunantersebut;
5' Investasi yang din'ai dengan nilai wqiar dan alasan penerapannya;

6. Perubahan pos investasi.

TERACA
PEMERINTAH IqBUPATEN ACEH SINGKIL

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO--

Kas di Kas Daerah
I(as di Bendahara pengeluaraa

Kas di Bendahara penerimaan

lnfestasi Jangka pendek

Piutang pajak

.Iumleh Aret Lancar
IYIIES}IASI JANGKA PAIT.,AITG

Investasi Non permanen

Pinjemal Kepada perusahaan Negara
Pinjaman Kepada pemsahaan Daerah
Pinjaman Kepada pemerintah Daerah I*Linnya
Investasi Dalarn Surat Utang Negara
lnvestasi Dalam proyek pembangunan
hrvestasi Nonpermanen Lainnya

Jumlah Investarl Ilonpernanen
Investasi permanen

Penyertaan Modal pemerintah Daerah
lnvestasi permanen Lainnya

Jsnrq h Iavegtasi petmanen
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BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMIJIU.

1. Definisi.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manflaat lebih
dari L2 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi.

Aset tetap diklasilikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah
sebagai berikut:
a. Tanah;

Tanah {ang dikelompokkan 
- 
sebagai aset tetap ialah tar,lah yang

_ diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 'kegilta;
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya teUitr d,an 12 bulan
dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan rnaksud untuk dipakai d"t"* kegiatan'
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup j.l*, irigasi, dan jaringan,
yang dibangun oleh pemerintah daerah serta Oimititi aanlitau'
dilmasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap l"ainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke d"l?* kelompok aset tetap di atas, vangdiperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintai
daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Konstruksi dalam pengedaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan narnun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset
tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hek
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya trerpindah.
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Apabila peroleha{t aset tetap belum didulmng dengan bukti secarahukum dikarenakan masih adarrya suahr proses administrasi yang
dihamskan: l9Ped pembelian tanan yang masih harus diselesaikanjuaf beli (alfta] dan sertifikit [epemilikannya Ji instansi

, maka aset tetap tersebut harus hiatui padl saat terd.apat
bYkq bahwa penguasaan atas aset tetap tersebui telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah
atas nama pemilik sebelumnya.

Unhrk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:
1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dan L2 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos

_ 
untuk dipelihara; dan

7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut memenuhi batasan miti*af kapitalisasi'
aset tetap yang_.telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan
minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No Uraian Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan (Rp)

1 Tanah Rp. o,-
2 Peralalan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat Rp. 5.oOO.OOo.-
2.2 Alat-alat Angkutan Rp. 3.000.000.-
2.3 Alat-alat Bengkel 4an Alat Ukur Rp. 1.o00.00o.-
2.4 Alat-alat Pertanian/ Pgternakan Rp. 1.000.000.-
2.5 Alat-al t I(antor dan Rumah Tanesa

- Alat-alat Kantor Rp. 500.000.-
- Alat-alat Rumah Tangga Rp. 500.000,-

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikaii Rp. 50o.o00.-
2.7 Alat-alat Kedolrteral Rp. l.0OO.O00--
2.8 Alat-alat la.boratorium Rp. 1.000.000.-
2.9 Alat Keamanan Rp. 1.OOO.OOO.-
3 Gedung dan Banzunan. vans terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung Rp. 5.000.000.-
3.2 Bangunan Monumen Rp. 5.000.000.-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:
4.I Jalan dan Jembatan Rp. 5.OOO.O0O.-
4.2 Bangunan Air/Irigasi Rp. 5.OOO.O00.-
4.3 Instalasi Rp. 2.0OO.OOO.-
4.4 Jaringan Rp. 2.OOO.OOO.-
5 Aset Tetap Lainnva. vans terdiri atas:
5.1 Buku dan Perpustakaan Rp. 1OO.OOO.-
5.2 Barans Bercorak Kesenian /Kebudavaan / Olahrasa Rp. IOO.OOO.-

5.3 Hewan /Ternak dan Tumbuhan
a.
b.
c.
d.

Hewan
Ternak
Tumbuhan Pohon
Tumbuhan Tanaman Hias

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

100.0(x)"-
1m.om,-
100.0m--
1m"flro,-

6 Konstnrksi Dalam Penseriaan RD 0--
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Fengetuaran hJryjl barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap diatts alcen diperlakukan sebagai aset lainnya.
Aset tetap yang ddak digunakan untuk keperluan operasionalpemerintah daerah tidak memenuhi definisi ..ir i"Gb dan harusdisajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnyi.

C. PENGUKURAN ASET TETAP.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetapdengan menggunakan biaya perolehatr tidak memungkinkan maka nilaiaset tetap didasarkan pada nilai wqjar pada saat peroGt arr.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstmksi/dibangun sendiri, suatupengukuran yang dapat diandalkan atas biaya aaf,at Jiperoterr daritransaksi pihak eksternal dengan entitas teisebut untui< perolehan
bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses
konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelolameliputi biaya langsung untu.k. tenaga tJ4", bah; bak"; dan biayatidak langsung termasuk biaya -p.r.rri"rr""r, dan pengawasan,perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua uiaya lainnyayang terjadi berkenaan dengan pe-bangunan aset tetap tersebut.
Bila aset tetap diperoleh derrgan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalahsebesar nilai w4iar pada saat iset tersebut diperoieh.
Pengukuran -aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentangketentuan nilai satuan- minimll kapitatisasi aset t A;: Jika nilaiperolehan aset tetap di baqrah nilai 

".to.tt minimum t 
"pii"ti""si makaatas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan dis4iitali-seuagai asettetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lairinya.

Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pengadaan baru adalah sebagaiberikut:

No Uraian Jumlah Harga
_ Lusin/Set/Satuan (Rp)I

Peralatan aan UCsin, Grairi aiF Rp. 0,-2
2.1
2^2

Alat-alat Berat Rp. 10.000.000.-
Alar.-anar Arlgr<utan 8p. tO.OOo.ooO,-

2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 1.000.000,-
2.4
2^5

Alat-alat Pertanian / Peternakan Rp. 1.000.000.-
Atal.-araf 

^antor 
oan Kuma-rr'I-a]lspa

- Alat-alat Kantor Rp. 50O.OO0.-

2.6
jl4t alat Rumah Tangga Rp. 5oo.ooo.-
Alat Studio dan Alat KomunikaG Rp. 5oo.ooo.-

2.7 Alat-aiat Kedokteran Rp. 2.OOO.O0O.-
2.8 Alat-alat Laboratorium Rp. 2.0o0.00o.-
2.9 Alat Keamanan Rp. 2.ooo.ooo.-
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atail
3.1 Bangunan Gedung Ro. 1O.OOO.OOO.-
3.2 Banzunan Monumen Rp. 1O.0OO.0OO.-
4 Jalan, Irigasi dan Jarinsan. vans terdiri atas:
4.1 Jalan dan Jembatan Rp. 1O.OOO.Offi.-
4.2 Bangunan Air/Irimsi Rp. 5.0m-ffi1.-
4.3 Instalasi Rp. 2.m.fin.-
4-4 Jarinmn RD. 2-CI(m-mm--
5 Aset Tetap lainnYa. yanS terdiri atas:
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No Uraian Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan 1Rp1

5.1 Hrlm dan P@ustakaen Rp. 1oO.OoO.-
5-2 gerang Bcroorek Kesenian/ xebuaiffisa Rp. 3oo.ooo.-
5.3 Heman/Ternak dan Tumbuhan

a-
b.
c.
d.

Hewan
Ternak
Tumbuhan Pohon
TUmbuhan Tanaman Hias

Rp. 3OO.OOO,-
Rp. 5OO.O0O,-
Rp. 10O.00O,-
Rp. IOO.OOO--

6 Konstruksi Dalam Pengerj aan Rp 0.-

1. Kornponen Biaya;
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset [ersJbut 

-ke

kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau-membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan
(start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak me-mpakan Uagian biaya
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondisi kerjanya
setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian.

2. Konstruksi Dalam Pengedaan;
Jika penyelesai€rn pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau
melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum
selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai tonstrut""l a*.-
pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
Perolehan Secara Gabungan;
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secaragabungan ditentukan dengan mengalokasikan tr.rg" gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nitai w4ar masin!-maiing aset
yang bersanglrrtan.
Pertukaran Aset;
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari
pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban
lain yang ditransfer/ diserahkan.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang seru.pa dan memiliki nilai
wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalern
transaksi ini. Biaya aset yang bam diperoleh dicatat sebesar niltei
tercatat {carrVirW amoun! atas aset yang dilepas.

3.

4.
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Aset Donasi;
ATt tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) hams dicatat
s€bcEer nilai wajar pada saat perolehan. perolehan aset tetap dari
donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
Fengeluara:r Setelah Perolehan;
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjeng rnasa manfaat atau yang kemungkinan bes;
memberi manfaat ekonomi rtimasa yang akan datang dalu.* bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah
biaya (apttntiznufthrcslwlds) tertentu digunakan dalam penlntuan
apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. berikut ini
adalah batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi:

No Uraian Jumlah Harga
Lusin/Set/Satuan (Rp)

1 Tarah Rp 0,-
2 leralatan dan Mesin, terdiri atas:
2.1 Alat-alat Berat Rp. 10.000.000.-
2.2 Alat-alat Angkutan Rp. i0.000.000.-
2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 3.000.000.-
2.4 Alat-alat Pe4qnian/ Peternakan Rp. 3.000.000.-
2-5 Alat-4at Kantor dan Rumah Tangga

- Alat-alat Kantor Rp. 1.000.000.-
- Alat-alat Rumah Tangqa Rp. 1.000.000.-

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi Rp. 3.000.000,-
2.7 Alat-alat Kedokteran Rp. 5.000.000.-
2.8 Alat-alat la.boratorium Rp. 5.000.000.-
2.9 Alat Keamanan Rp. 5.000.000.-
3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:
3.1 Bangunan Gedung Rp. 30.000.000.-
3.2 Bangunq4 Monumen Rp. 20.O00.00O.-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang teidiri atas:
4.7 Jalan dan Jembatan Rp, 30.0OO.OOO.-
4.2 Bangunan Air/Irigasi Rp. 30.0OO.OOO.-
4.3 Instalasi Rp. 5.OOO.OOO.-
4-+ Jaringan Rp. 5.O0O.OOO,-
5 Aset Tetap l,ainnya, yang terdiri atas:
5.i Buku dan Perpustakaan Rp. 5OO.0OO.-
5.2 Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahrasa Rp. 5o0.ooo.-
5.3 Hewan/Ternak dan T\rmbuhan

a.
b.
c.
d.

Hewan
Ternak
T\rmbuhan Pohon
Tumbuhan Tanaman Hias

Rp
Rp
Rp
Rp

1.OOO.OO0
1.OOO.OOO
1.000.0oo
1.000.oo0

6 Konstruksi Dalam Penseriaan Rp. o,-

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal;
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penJrusutan. Apabila terjadi kondisi ]-ang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disa.jikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun
ekuitas.

J.

6.
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8. Fenyusutan;
ncryurtan
yeng dapat rlisusutkan (dqrcciable assets) selama *"* rnanfaat aset
]Pang bersangkutan.
Nilai pen5msutan untuk masing-masing periode diakui sebagaipengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penJrusutan dalam laporan operasional.
Metode pen5rusrrtan dipergunakan adalah Metode garis luruq (straight
line metlwd/. Metode garis lurus (straQht line met/wd/ adalah metode
pen5rusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiapperiode almntansi selama ,r*rtr ekonomis dari asset tetap yang
bersangkutan.
Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adarah sebagai
berikr-rt:

Kodifrkasi Uraian
Masa

Manfaat
ffahun)

1 3 Astrl"r'I,l'AP
1 3 2 Peralatan dan Mesin
1 3 2 o1 Alat-Alat Besar Darat 10
1 3 2 02 tr.L-furll E esar 4lDunq

-

8I 3 2 03
7

1 3 2 o4 .ma.L {lrrgr(uEan Lrarat Egrmotor
Atat Angkur4n Bemt Tak Bermotorer"tarr@
AlatAngku@
atat art
aht een
etat ne
,ttoar*F

7I 3 2 05
2I 3 2 o6
10I 3 2 a7
3

1 3 2 o8
20

1 3 2 @
10I 3 2 10
5

1 3 2 11
5I 3 2 t2 Alat Pengolahan pertanian-
4I 3 2 13 nJat P"-"tih** f* 4I 3 2 T4 Alat Kantor 5

1 3 2 15 Alat Rumah Tansca 5I 3 2 16 Peralqtan Komputer 4I 3 2 t7 rvrcJa qan .t\ursl neqa/Xapat peabat
5

1 3 2 18
5

1 3 2 19 Alat Komunikasi 5
1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10
1 3 2 2t ruar necoKteran 5
1 3 2 22 Alat Kesehatan 5
1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8
1 3 2 24 Alat Peraga/Eaktek Sekolah 10
1 3 2 25 Unit Alat Le.boratorium Kimia Nuklir 15
1 3 2 26 Alat L4boratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15
1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lind<ungan 10

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing
Iaboratory IBATAM) lo

I 3 2 29 Alat Laboratorium Linekunean Hiduo 7
I 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
1 3 2 31 Ssqiata Api 10
1 3 2 32 Perseniataan Non Seniata Api 3
1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindunsan
1 3 3 GedUnS dan BangUnan
I 3 3 o1 Bangunan HunS Tempat K€rja 50
1 3 3 v) Bansman Gedune Tempat Tingsel il.,t

f .Ehrn.hzrbrr.rq+



ffodifkad Uraian
Masa

Manfaat
ffahun)

I 3 3 o3 Bangunan Menara 40I 3 3 a4 Bangunan Bersejarah 50I 3 3 o5 Tugu Peringatq4 50I 3 3 o6 Candi 50
1 3 3 07 Monumen/ Bqngunall Bersejarah 50
1 3 3 o8 Tugu Peringatan Lain 50
I 3 3 09 Tugu fitik Kgqtrol/Pasti 50
1 3 3 10 Rambu-Rambu 50
I 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
1 3 4 Jalal, Irigasi, dan Jaringan
1 3 4 01 Jalan 10
I 3 4 02 Jembatan 50
1 3 4 o3 Bangunan Air lrigasi 50
1 3 4 o4 Bangunan Air Pasang gurut 50
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25
i 3 4 o6 Bangunan pengaman Sungai @Bencana Alam 10
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan SumUer air aan eir fanil 30
I 3 4 o8 Bangunan Air Bersih/Baku

Bangunan Air Kotor
Bangunan Air

40
I 3 4 09 40
1 3 4 10 40
I 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1 3 4 t2 Instalasi Air Kotor 30
1 3 4 13 Instalasi Pengolahqn Sampah 10
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
I 3 4 15 lnstalasi PembanCkit Lisfik 4A
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40
1 3 4 17 lnstalasi Pertahanan 30
1 3 4 18 lnstalasi Gas 30
1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30
1 3 4 2t Jaringan Lislrik 40
1 3 4 22 Jarinsan Teleoon 20
1 3 4 23 I Jaringan Gas 30

Selain tanah dan konstruksi d"l"T pengerjaan, seluruh aset tetap
disusutkan sesuai dengan sifat dan karaktirildk aset tersebut.

9. Aset Bersejarah;

Aset bersejarah ha{us dis4iikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan
atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
Biaya unhrk peroleharl, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun
terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk selunrh
beban yang berlangsung untuk menjadik€u1 aset bersejarah tersebut
dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
aset secara perrnanen dihentikan penggunaannya dan tidak edn
manfaat ekonomi masa yang akan datang.

-P t*n-rg.rl.g'-r'r



+:* Ft"p yang secara permanen dihen"kan atau dilepas hamsdieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan -t"" l,.poo'Kcuangan.

Aset tetdp yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerahtidak memenuhi definisi aset tetap aan narus dipindahkan ke pos asetlainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PEI{YAJIAN.

Aset tetap disajikan sebagai bagran dari aset. Berikut adalah contohpenyajian aset tetap dalam Neraca pemerintah Daerah.

IYEN..a.CA
NERACA ASET TETAP

AgET

ASTT LAII(CAIT
Kas di I(as Da.eratr
Kas di Bendahara pengeluaran

- Kas di Bendahara penerimaan
Investa.si Jangka pendek
Piutang pajak
Piartarag Retribusi
Penyisitran pitrtang
Belanja Dibayar Dirnuka
Bagian Lancar l}injarnan kepada perusahaan
pngian Lancar pinjarnan kepada perusahaan
Bagian Lancar pinjarnan kepada pernerinta-h
Ela gia.n Lalrcan pinj arnan kepada pernerintal.
Etagian Lamcar Tagihan penjualan Angsurarlpagian Lancar Tlrnttrtan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Pereediaa.n

.Jnntah Atct Lancar

ITV\'IETAST .'AlrGtiA PAIY.'AITG}
lavcrt.3l tloD.pctE,ar,G!.

Pinjarnan Jan gka panj ang
ha\€sta.si dalarn Surat Utang Negara.
Irrvestasi dalarr proyek pernbangunan
In\re stasi Nonperrna:aen Lainnya

rfrrralrh lavertad NorrlrGrmrleD.
IawGataal Pcta,arr.G!

Perryertaart Modal l>ernerintal.. Daerah
Irr\restasi perrna-rren Lainnya

rfrrnla$ Invcrtrrl potaraoa
.trrnLh farrcat..l .trtrgta p.DJatrg

AATT TETAP
Tanah
Peralatarl dam Meein
Gedung dan Bangunan
Jalan, Iriga.si dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Korr struksi dalarn pen gerj aan
Akrrrnulasi Perryu sutan

rfrrahb A.at Tcta1r

DAISA C.I'DAITGAN
Dana Cadangan

.frrrolah Dam Cadalgaa

ASTT LAr!I!TYA
Tagiha.n Penjualan Angsuranr
Tfrrrflrtan Ganti Rugi
I(errlitra.an denga.n Pihak Ketiga.
Aset Ta.k Berwrljud
Aset Lain-lain

Jrrhhh Aact Laf-ntza

JI'ILAS A,BET

Negara.
Daerah
Pusat
Daerah Lainnya
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E. PENGUNGKAPAN.

Laporan keuangan hams mengungkapkan untuk masing-masing jenis
aset tetap sebagai berikut:
1' Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amountl;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:
a. Penambahan;
b. Pelepasan;

c. Akumulasi penyusutan dan pembahan nilai, jika ada; dan
d. Mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi pen5rusutan, meliputi:
a. Nilai penyusutan;
b. Metode pen5rusutan yang digunakan;
c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penJrusutan pada awal dan akhir- periode;

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b' Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan de4gan aset

tetap;
c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara rain nama, jenis,
kondisi dan lokasi aset dimaksud.

{ rjn--'g!re,d,ry&



BAB X
KEBIJAI(AN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. UMUM.

1. Dehnisi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan.

2. Klasifikasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap f"ir..V"
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun
anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan
suatu periode waktu tertentu. Periode waktu p..oleha.t tersebut

_biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
Perolehan. asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.
Suatu aset ber-wujud harus dialrui sebagai Konstruksi Dalam pengerjaan
jika:
1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang ,

berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi Dd?T penge{aan biasanya merupakan aset yang
dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah Lt..]
dimanfaatkan oleh masyarakat daram jangka p"ni""g dan oleh
karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap yang
bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

' L. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. dapat memberikan manfaatljasa sesuai dengan tujuan perolehan.
Suatu Konstruksi Dala.m Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang
bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,lrigasi,
dan jaringan, asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstmksi tersebut
dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan
perolehannya.

C. PENGUKURAN.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Ninni
konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
1. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi:
2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada u:m'um-tr$-a d;:

dapat dialokasikan ke konstnrksi tersebut; dan

n *k-'-**r=,



3- biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstmksi
yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan
konstruksi antara lain meliputi:
1. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
2. braya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3- biaya pemindahan sar€rna, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke

lokasi pelaksanaan konstruksi;
4. biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan konstruksi.
Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada,
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
1. asuransi;
2. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung

berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3. -biaya-biaya lain yang dapat diidentilikasikan untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang
sistematis dan rasional dan diterapkan secara-konsisten pada 

"*'lbiaya yang mempunyai karakteristik yang sa.ma. Metode alokasi biaya
yang digunakan adalah metode rata-rata. tertimbang atas dasar propoisi
biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:
1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan

tingkat penyelesaian pekerjaan ;

2. kewajiban yang masih hams dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada
tanggal pelaporan; dan

3. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara
bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat
sebagai penambah nilai Konstmksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul
selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara
andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah
biaya bunga yang dibayar dan yang masih harrs dibayar pada periode
yang bersanglmtan.

-f 
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,!pabi$ ltnjlman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang
diperoleh d"l"g.t :yatu periode tertentu, braya pinjariari periode 1,""Ebersangkutan dialokasikan ke rnaeing-masing tonstrut<si dengan metode,
rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman
yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara p.rrrb"rrgrrr".,
konstruksi dikapitalisasi.
Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
karena beberapa hal seperti kondisi fore majeur atau adanya campur
l*g"tt dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai
hal, Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan
dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama
pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknyajika pemberhentian
sementara karena kondisi foree majeur, biaya pin3aman tidak
dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga p*d" periode yang
bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenil
pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih
dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dap-at mencakup beberapa jenis aset yang
masing-masing dapat diidentilikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut
diselesaikan pada titik watchr yang berlainan maka braya p-injaman yang
dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian f.o.,tr"t konstruksi
1t"r, jenis pe|<grjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah
diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai uiaya pinjaman.

D. PEI{YAJI.AN.

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagran dari asset tetap.
Berikut adalah contoh penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
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E. PEITGI,'NGKAPAN.

suetrr Gntites. hams, mengungkapkan infornasi mengenai KonstnrksiDalam Fengerjaan pada af<hir pirioae akuntansi:
1- Rincian kontrak konstruksi dalam pengedaan berikut tingkatpenyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3' Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.
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BAB )C

KEBIJAKAN AKUI\TTANSI DANA CADANGAN

LTHLtU-

1. Ilefinisi.

Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan O 1
Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang
matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk
pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan
daerah yang di dalamnya mencakup:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 

,

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam
bentuk rekening tersendiri;

d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasi{ikasi.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan
dapat diklasifrkasikan atau dirinci lagt menurut tujuan
pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
Dana Cadangan Pembangunan Gedung

Dana Cadangan Pembangunan Waduk
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (pOl[
Dst....

B. PENGAKUAN.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran
pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam
program kegiatan yang suCah tercantum di dalam Qanun.
Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas
Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus
melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme Langsung
(LS).

A
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C. PENGUKURAN.
1. Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan diakui
SP2D-LS terkait pembentukan dana
nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan;
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa
jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau
dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebui dicatat
sebagai Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam pos
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana
cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai
nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan;
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD
akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana
cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana

- cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN.

ketika PPKD telah menyetujui
cadangan diukur sebesar nilai
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E. PtrNGI.'NGKAPAN.
pengungkapan d11" cadangan datam Catatan atas l.aporan Keuangan
(C-aIJQ, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai be;tirt:
1. rlasar hukum (QANUN) pembentukan dana cadangan;
2. hrjuan pembentukan dana cadangan;
3- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan

dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. sumber dana cadangan; dan
6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



BAB )gI
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAIN}TYA

A. UMUM.

1. Definisi.

Mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi pemerintahan 02
tentang Pen5rusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan
bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerair yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang,
aset tetap dan dana cadangan

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup
penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat
ekonomis dan jasa potensial Qtotential seruie) dimasa depan. Berbogai
transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas
dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan
keuangan pemerintah daerah sefringga keakuratan dJam pencatatan

_ 
dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi- menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki
karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun
pengungkapannya.

2. Klasifikasi.

P"tg* Bagan Akun Standar, Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai
berikut:

Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Kerugian Daeratr

Kemitraan dengan Pihak
Keriga

Sewa
Kerjasama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah
Bangun Serah Guna

Aset Tidak Benrujud Goodwill
Lisensi dan Frenchise
Hak Cipta
Paten

4set Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain Aset L"ain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terd.apat beberapa aset yang
hanya menjadi kewenangan ppKD dan beberapa lainnya *.rri"al
kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
a. Tagihan Jangka Panjang;
b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
a. Aset Tak Berwujud; dan
b. Aset lain-lain.

-p



B. PEHGAKUAN.

SetiAtr kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan
pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
1. Tagihan Jangka Panjang;

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angstrran dan
tunfirtan ganti kerugian daerah, yaitu:
a. Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsur€rn menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran
kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan
perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah
golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
Menurut undang-Undang Nomor ls rahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau

_ barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan- 
kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah,
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR
terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitiaan
dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai
peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa;

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat
terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya
kerj asama / kemitraan- sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan
bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan
lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) dialmi pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-
pemanfaatan (KSP).



c- Bangun Guna Serah-BGS (Build Operate, I,ra nsfa - BOT\,
Buhtin Teknis Standar Akuntansi Pemerintatran Nomor 2 tentang
Fec5rusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwi
Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kirjasama berupa
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/invest6r,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunandan/atau sarana lain berikut fasilitasnya sert4
mendayagunakannya dalam jangka walrhr tertentu, kemudian
menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut
fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka
waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian -ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak..
Bangun Gula serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investoi
untuk membangun aset Bangun Guna serah (BGS) terJebut. Aset
yang berada dalam Bangun Guna Serah (BGS) ini disqiikan terpisah
dari Aset Tetap.

_ 
d. Bangun serah Guna- BSG (Build, Tlansfer, operate - BTo)t

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang
Pen5rusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa
Bangun Serah Gula (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah
daerah oleh pihak ftetiga/investor, dengan ".t" pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau saranalain berikut f;asilitasnya kemudian menyerahkan aset yang
dibangun tersebut kepada pemerintah daeratr untuk dikelola sCsuai
dengan hrjuatr pembangunan aset tersebut.
Bangun serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/
pembangunSn Sedung dan/atau sarana Uerit<ut fasilitasnya selesai
dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. pdnyerahan
aset oleh pihak ketiga/investor kepada pernerintah daerah disertai
dengan kewajiban pemerintah daCrah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketiga/investor. pembayaran oleh
pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB);
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor l L tentang
Aset Tidak Benrrujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujuJ
(ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud nsik,
dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah
daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas
dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan
serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset
tak berwujud terdiri atas: t

a. Goodwill;
Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah
daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilei
buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nifai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/peqiuatan
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan ber*ih
pemsatraan.



b. Hak Paten atau Hak Cipta;
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekaya.an intelekual atau atas suatu pengetahuan teknis atau
suahr karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah
d^aerah- Selain ihr dengan adanya hak ini dapat mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak
berhak untuk memanfaatkannya.

c. Ro5pft36

Nilei manfaat ekonorni yang akanldapat diterima atas kepemilikan
hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan
rlimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Softrnrare;

Sofurare komputer yang masuk datam kategori aset tak berwujud
adalah soft:ware yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan
dari hardware komputer tertentu. Jadi softqrare ini adaiah yang
dapat digunakan dikomputer lain. Software yang diakui 

""U"g;ATts memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklu-sif
- atas softrrare berkenaan.
e. Lisensi;

Lisensi adalah izin yang.{iberikan pemilik hak paten atau hak cipta
yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian
hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak-Kekayaan
intelekhral yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
Hasil kajian/pengembartgan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang
dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya; 
,

Aset tak berwrrjud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud, yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud V""g
ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan;
Terdapat kgmungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud
yang diperoleh secara internal yang jaogka waktu penyelesaiannya
melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan
tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakLli sebagai
aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - utork in
progressl, dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan
direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dirnasa data.ng

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB
tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah a[eli
dinikrnati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur demgFm aodd-



4. Aset Lain-Lain;
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat
disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang
tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtaogatratt
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset
lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-rain.

C. PENGUKURAN.

1. Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari:
a. Tagihan Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal
dengan dokumen pendukung berupa Surat

- Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, terdiri dari:

a. Sewa;

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari
penjualan aset yang bersangkutan.

kontrak/berita acara

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSp);
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perj"ttji;, dipilih
yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah-BGS (Efuild., Operate, T?ar*fer - BOT);
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna-BSG (Bttild, Tlansfer, Operate - BT.C/I i

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu
sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah
ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak
ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud;
Aset tak benruqjud diulmr dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harrs dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu
aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai
manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial
yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam
entitas pemerintah daerah tersebut.
Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri
dari:
a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-p4iak, setel,all

dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

dalam SKP2K
Keterangan

A ry-.b-n--,,8.-*



b. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset Lrsebut
dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. contoh dari
bia5ra yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat

digunakan;
2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut

dapat digunakan;
3) biaya pengujian untuk

secara baik.
menjamin aset tersebut dapat berfungsi

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi

syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan Vatrg meliputi
biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui
oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui seUagai bagian dari
harga perolehan aset tak berwujud dikemudian hari; dan

- c- Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan sofiutare
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitaf,sasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi .definisi dan syarat pengakuan aset tak
berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat
disqiikan sebesar nilai wajar.

4. Aset l^ain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah
aset tetaP yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-|"i" menurut
nilai tercatat/ nilai bukunya.

5. Amortisasi;
Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset
tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi
adalah pen5rusutan terhadap aset tidak berwqjud yang dialokasikan
secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi
dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus. Amortisasi
dilakukan setiap akhir periode.

D. PEI{YAJIAN.

Aset lainnya disajikan sebagai bagran dari aset. Berilnrt adatah contoh
penyqjian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

t' A-ru,brcr.-E,d q,d''r



NERACA
PEMERI NTAH PROVI NSI/KASUPATEN /KOTA

PER 31. DESEMBER 2OX1 DAN 2OXO
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Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, lrigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
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E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas la.poran Keuangan,
sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSp,

BOT dan BTO); dan
4. informasi lainnya yang penting.

f rr----r'*ry*



BAB )OII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM.

1. Definisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO Lampiran I pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 tLntang Kewajiban
menjelaskan bahwa kewa.jiban adalah utang yang limbrrl dari
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban
pemerintah daerah dapat muncul akibat melalmkan pinjaman kepada
pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi
pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
Kewqiiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum
sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-
undangan.

2.- Klasifikasi.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajibanjangka panjang. Pos-pob kewajiban menurut Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 09 tentang
Kew4jiban antara lain:
a. Kewajiban Jangka pendek;

Kewajiban j*gt" pendek merupakan kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu paling lama L2 (dua belail Uutan selehh
tanggal pelaporan. Kewaji,ban jangka pendek antara lain utang
transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga]
utang jangJca pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewqjiban Jangka Panjang; 
i

Kewajiban jangka panjang adalah kewqjiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu lebih dari L2 (dua belas) bulan 

"it"l"h tanggal
pelaporan. Selain itu, kew4jiban yang akan dibayar dalam watctu tZ
(dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika:
1) jangka waktu aslinya adalatr untuk periode lebih dari 12 (dua

belas) bulan;
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinanel

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian

pendanaan kembali (refinancing\, atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai
berikut:

--c
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XcqiiUan Jangka Fendek Utang Ferhihrngan Fihdk Keriga {pFIg
Utang Bunga
Bagien Lancer UtangJengka panjang

Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja

9trt g Jangka Pendek Lainnya
Kemajiban Jangka Pendek Utang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang l,ainnya

B. PENGAKUAN.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber
daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewqiiban tersJbut dapat timbul
dari:
1. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika
pemerin'tah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji
untuk memberikan uang atau sumberdaya lain dimasi depan, *irif

_ utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchnnge transactions);

Dalam transaksi tanpa perfukaran, kewajiban diakui ketika
pemerintah daerah berkeyajiban memberikan uang atau sumber d,aya
lain kepada pihak lain dimasa depan seca-ra cuma-cuma, misal hibah
atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3' Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (gouemment-related.
euerfis);

D.l.T keja{ian yang berkaitan -&rg"rr pemerintah d.aerah, kewajibandiakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluirkan
sejumlah -sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksipemerintah daerah dan---lingkungannya, misal ganti rugi ataskerusakan pada kepemilikan pribadi yang diseblabkan aktivitas
pemerintah daerah

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (gouemment-acknowled.ge euents);
Dt!* kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui
l-<etika pemerintah daerah memutuskan untuk *"r&pop suatu
kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang
kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan U"gi pemerintatf
misal pemerintah daerah memuhrskan untuk menanggulangi
kerusakan akibat bencana alam dimasa depan.

C. PENGUKURAN.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila
kewajiban tersebut dalam benhrk mata uang asing, maka dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal daram
pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuri
karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukunarl
untuk masing-masing pos kewajiban.
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Penguln:ran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah
berbeda-beda bendasarkan jeniJ -invistasinya. eerikut ini akandijabarkan bagaimana pcngukuran kewqiiba; unark macing-masingjenis kewajiban jangka pendek.
1. Penguku€n Utang kepada pihak Ketiga;

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah
menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah
daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan
untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor
membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifi]<asi yang
ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah,lumhh yang dicata[
harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan 

"""n"id"nganberita acara kemajuan pekerjaan.
2. Pengukuran Utang Transfer;

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai 

-akibat 
ketentuan

perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

3. eengukuran Utang Bunga;
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum
dibayar dan diakui pada setiap akhir periode peliporan sebagai
bagran dari kewajiban yahg berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (pFK); 
r

utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum
disetorkan kepada pihak lain diakhirperiode.

5.

6.

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka panjang;
Bagran lancar uF tg j.trgt" panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh
tempo dalam wakfu 12 (dua belas) bulan setelah t"trgg.l pilapor"rr.
Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya;
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing pos tersebut- contoh: biaya yang *.*in
harus dibayar pada saat laporan keuangan disu"rn. Coriohlainnya
adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau
jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah d.aerah juga diukur
berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka
panjang pemerintah daerah, yaitu:
1. Utang yang tidak diperjualbelikan;

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar
pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak
perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal
pinjaman dari World Bank.

2. Utang yang diperjualbelikan;
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas
utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nil"ai
pari (orQinal fae ualuel dengan memperhitungkan diskonto arau
premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerlnmh
dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar niXai p6rim5a-

-n. 
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Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga d.iskonto, maka
nilainya ekan b€rtambah selama periode penjualan hingga jatuh
tcmpo. Sementara itu, jika selmritas dijual dengan harga llemium,rnakn nilainya akan berkurang selama periode penSuatan ftingga jatrrh
telllpo.

D. PENYA"IIAN.

Kewajiban jangke pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah
daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoh
penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam
Neraca Femerintah Kabupaten Aceh Singkil.

NERACA

PEMER|NTAH PR0VINSI/KABUPATEN /K0TA

PER 31 DESEMBER 2OX1 DAN zOXO

(Dalam Rupiah)

Uraian

KEWAIIBAT{

KEWN I BAITI JAIIGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Eunga

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Pemerintah pusat

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keuangan bukan Bank

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi

Bagian Lancar UtangJangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya

lumlah Kewajiban langka Pendek

KEWNIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Pernerintah Pusat

Utang Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank

Utang Dalam Negeri - 0bligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Xewajiban Jangka Panjang

20x1

n0(

)00(

n0(

n0(

n0(

)00(

X}X

)00(

)00(

)00(

n0(

)00(

)00(

)00(

)00(

n0(

)0c\

)00(

20x0

xxx xxx

)00(

)00(

n0(

n0(

)ofr

ffi
xxx

)00(

)00(
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)00(

)ffi
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m
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E. PENGUNGKAPAN.

P*l* pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait
dengan kewajiban, han:rts diungkapkan pula hal-hal sebagai berilmt:
1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinj aman;
2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. bunga pinja4an yang terutang pada periode berjalan dan tingkat

bunga yang berlaku;
4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh

tempo;
5. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

a. pengurangan pinjaman;
b. modifikasi persyaratan utang;
c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;

_ e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode

pelaporan.
6. jumlah tunggakan plnj+man yang disajikan dalam bentuk d,aftar

umur utang berdasarkan kreditur.
7. biaya pinjaman:

a. perlakuan biaya pinjaman;
b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang

bersanglartan; dan
c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

T- 
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BAB )ilV
KBIJAKAN AKUT{TANSI KOREKSI KESAI.AHAN

A. U}fUM

1. Definisi.

Koreksi merrrpakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi """i.idengan yang seharusnya. Kesalaha.n merupakan penyqiian- akun/pos
yang secara signifikan tidak sesuai dengan yarrg slharu"nya yang
mempenganthi laporan keuangan periode berjalan atau 

- 
period6

sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan *erupakan tindakan untuk
membetulkan kesalahan peyajian dalam 

"u"lu akun/pos. Koreksi
kesalahan diungkapkan paba cltatan atas Laporan Keuangan.
Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesatahan. Antara lain
disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh
pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalah€rn penerapan standardan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa

- ditemukan diperiode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun
bisa pula ditemukan pada periode dimasa depan. Itulah sebabnyaakan ada perbedaan perrakuan terhadap beberapa kesalahan
tersebut.

2. Klasifikasi.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2(dua)jenis: -

a. Kesalahan tidak berulang;
Kesalahan tidak berulang merupakan
tidak akan terjadi kembali. Kesalahan

kesalahan yang diharapkan
ini dikelompokkan kembali

menjadi 2 {dua)jenis:
1) Kesalahan tidak berulang

dan
yang te{adi pada periode berjalan;

2) Kesalahan tidak bemlang yang tedadi pada periode sebelumnya.
b. Kesalahan berulang;

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifaialamiah (normal) dari jenis-jenis traniatcs tertentu yang
diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya peneri*""i
pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib p":"t. j

B. PERLAKUAN.
1. Kesalahan tidak berulang:

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapa.tan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja, pendapatan tr^apora:n
Operasional (LO), maupun beban.

-t 4-tu-z,rre,u.qwr



contoh : Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada
tahun yang bersangkutan kepada pemerintatr pusat
karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah

b. Iftsalahan Jffl-ang yang terjadi pada periode sebelumnya;
Kesalahanjenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang
terjnr*i detam periode sebelumnya narnun laporan keuangan period-
tersbut belum dit€rbitkan dan yang tedadi dalam periode
sehclumqsa dan laporan keuangan periode tersebut sudah
ditertitkan- Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
1| Ifmeksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan;

A$ahfa laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan
engan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada
'lnrn pcndapatan-Ia.poran Realisasi Anggaran (LRA) atau akun
belaqia, maupun akun pendapatan-Laporan operasional (Lo)
atau nlntn b€ban.

2) Konelrsl - I^aporan Keuangan Sudah Diterbitkan;
- Koreksi hsalahan atas pengeluaran belanja (sehingga

mengaffiarkan penerimaan kembali belanja) yang tidak
berulang Jlang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
m'enannbah po.sisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebrut snrdah ditgrbitkan (eanun/peraturan Bupa4
Fertanggungrawaban), dilakukan dengan pembetulan pada atun
penCapatan [ain-lain- Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalamhal mgakibatkan pengurangan kas -amtutan 

dengan
pemfcmUn pada akun Saldo Anggaran L€bih.
Kore&si kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidali
berulang }ang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila iaporan
kuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pemtcu*an pada akun kas dan akun ekuitas.
contoh : Fengembalian pendapatan dana alokasi umum

karcna kelebihan transfer oleh pemerintah pr.rsat.

2. Kesalaban
Iksalah,an b€rulsng dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan
sifat elerrrish (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
diperlcirakan akan tedadi secara berulang. Contohnya adalah
penerlmaan pqi* dari wqiib pajak yang memerltrkan koreksi sehingga
pertu rlilskulcan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib
paj{dL
Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat
pada sa,at mjadi pengehraran kas untuk mengembalikan kelebihan
pendapatan d€ngan mengurangi pendapatan-Laporan Realisasi
Anggaran [RA) ur€ruptrn pendapatan-Laporan Operasional (LO) yang
Uersangtcutan-
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BAB XV

PEI'IYA-JIAN KEMBALI (RESTAIE,ME]IfiI) NERACA

A DEFIMSI.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 - Peraturan Pemerintah
Nomor 7l tahun 2o1o paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan
kebiiakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas
dan diungkapkan dalam catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyajian Kembali (restatementl adalah perlakuan akuntansi yang
dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian
kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali
akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula
basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh. 

l

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya
belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penjrusunan
neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir
tahun periode sebelumnya masih menggunakaa basis Kas Menuju
Akrual (cash toward awuatl. Berdasarkan identifikasi ini maka p".lu
dis4iikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan

piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai

belanja, apabila masih bclum dimanfaatkan seluruhnya, *"k"
disajikan sebagai akun beban dibayar dimuka. Hal tersebut tidak
dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini
perlu disajikan kembali;
persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di
muka.- sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat
perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar dimula dalam
persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih
belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akurr peisediaan
ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian
persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode
penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan
sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah
menggunakan basis akmal. Misalnya ada investasi yang pada periode
sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan
metode ekuitas tapi masih dicatat d.engan metode biaya, maka perlu
disajikan kembali;

5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi
penyusutan;
aset tidak berwujud, perlu disqiikan kembali dengan nilai bulru
setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang
bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena @a
periode sebelumnya belum disajikan; dan

3.

4.

6.

7.

8.

f 
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9- gryitas' p.'|P dis4iikan kembali karena kebiiakan yang digunakandnlnrn pmgktasifikasian ekuitas berbeda.

TAHAPAN PENYA.IIAN KEMBALI
Tahapan ]rang perlu dilalmkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
rmtuk melakukan penyajia' kembali Neraca adalah:
1- menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun

terkait seperti misalnya unttrk dasar menghitung dan mencatat bebanpenyisihan piutang dan cadangan pbnyisilian piutang; beban
penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban 

-amortisasi 
dan

akumulasi amortisasi; dan
2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama peflakuan

febljakannya, dengan cara men_erapkan icebijakan yang ueriaau yaitu
basis akrual,- sesuai dengan peraturan Bupati i.n6rg kebijakan
akuntansi berbasis akrual.

JURNAL STANDAR.

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah
sebagai berikut:

B.

c.

Penyajian kembali
nilai Wajar Piutang CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH

(urttttk mencatat koreltsi pengajian
kembali mennm.bah alsn annattast
pengi.sihnn putang tak tertagih sebesarj"ryh"h md,angan piutang Vang*lwnsftga dimdanglcan s/d tartun
terakhir sebefum peLalssanaon basls

Penyajian kembali
nilai Beban Dibayar
Dimuka

Beban Dibayar Dimuka
EKI.JITAS

(urttttk nenrntat lcorelesi pengajian
kenbali m.enamhah nitai beban dibagar

Penyajian kembali
nilai Persediaan

funtuk merrcatat korele,si pengajian
lrembali menam.bah nilai persediaan" bila

Penyajian kembali
nilai Investasi Jangka
Pendek

Investasi Jangla Pendek
EKUITAS

(urthtk merrcatat lcoreksi pengajian
kembali menarnhah nilai inuestasi jangka

Penyajian kembali
nilai Investasi Jangka
Panjang

Investasi Jangka panjanC
EKUITAS

(untuk mencatat leoreltsi pengajian
lcembali menam.bah nilai inuestasi janglcn
par$ang, dan sebaliknga bila nilai
inuestasi jangka panjang berlanrang

Penyajian kembali
nilaiBuku AsetTetap

EKUITAS
Akumulasi Penlrusutan
{unh* ntud lanelcsi pengajiart
leemfuIi menmnbah nilsi Alo,uruiasi
perqrysrrtan)
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Fenyqiim hFrrtnli
nilci Bth fhiea
THatgcrrrdud (t nfrtk mencatat ftoreksd pengaian

ksnfuIi menambah niloi alotmula"si

EI(uTTAS
Akumulasi Amortisasi

myeiian kembali
nilai Utang Jangka
hdek

EKT'ITAS
Utang Bunga Jangka Pendek

(urltuk mstcatat koreksi pengqjian
lembali menambah nilai utang burqa

Fenyajian kembali
nilai Utang Jangka
hnjang

Utang Bunga Jangka Panjang
(untuk merrcatat lareksi pengajian
lcembali menambah nilai utang bunga

Penyajian kembali
nilai Ekuitas

EKIJITAS DANA
EKUITAS

(unfitk mencotat larelcsi pengaian

*W*SINGKL'/b
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